
 
 
 

ENDAL 
 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 3 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
  

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
SERTA STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL BELANJA RUMAH TANGGA 

BAGI KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
 KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KENDAL, 
 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan tunjangan perumahan 

sehubungan belum tersedianya rumah negara bagi Wakil Ketua 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kendal dan untuk menyediakan belanja rumah tangga bagi Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
Anggaran 2020, maka sesuai Nota Dinas Sekretaris DPRD 
Kabupaten Kendal tanggal 7 Januari 2020 Perihal Pengajuan 
Rancangan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan 
Wakil Ketua dan Anggota, dan Standar Kebutuhan Minimal 
Belanja Rumah Tangga bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020, Surat Menteri 
Dalam Negeri Nomor : 188.31/7808/SJ tanggal 2 November 2017 
Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, 
ketentuan Pasal 15 jo Pasal 17 ayat (6) dan Pasal 18 Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan ketentuan Pasal 15 jo Pasal 17 ayat (6) dan Pasal 18 
ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 
2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kendal perlu mengatur Tunjangan Perumahan Bagi 
Wakil Ketua dan Anggota serta Standar Kebutuhan Minimal 
Belanja Rumah Tangga bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020; 

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Tunjangan Perumahan Bagi Wakil Ketua dan Anggota serta 
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Standar Kebutuhan Minimal Belanja Rumah Tangga bagi Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Kendal 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 
dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa 
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif  Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 
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10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi 
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 157); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 
8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Nomor 159); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 170); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 
Nomor 7); 

18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun  2019 
Nomor 82); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI 
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA SERTA STANDAR KEBUTUHAN 
MINIMAL BELANJA RUMAH TANGGA BAGI KETUA DEWAN 



4 

 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 
ANGGARAN 2020. 
 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan Perda. 

 

BAB  II 

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN 

Pasal 2 
 

(1) Tunjangan perumahan diberikan kepada Wakil Ketua dan 
Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat 
menyediakan rumah negara kepada yang bersangkutan. 

(2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, 
rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan 
standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai 
dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk 
standar rumah negara bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD, 
tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon. 

(4) Besaran tunjangan perumahan Wakil Ketua dan Anggota 
DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan 
Wakil Ketua dan Anggota DPRD provinsi. 

 

Pasal 3 
 

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap 
bulan terhitung mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan 
Desember 2020. 

 

Pasal 4 
 

(1) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan, Pemerintah Daerah 
dapat menyediakan rumah negara bagi Wakil Ketua atau 
anggota DPRD, maka tunjangan perumahan tidak diberikan. 

(2) Tunjangan perumahan yang tidak diberikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kas daerah. 
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BAB III 

BESARAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN PERUMAHAN 

Pasal 5 
 

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2  ditetapkan sebagai berikut  : 

a. Wakil Ketua DPRD masing–masing sebesar Rp. 
16.100.000.00,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) per 
bulan. 

b. Anggota DPRD masing–masing sebesar Rp. 11.800.000.00,00 
(sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan. 

 

Pasal 6 
 

Prosedur pencairan dana tunjangan perumahan sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan  perundang–undangan. 
 

BAB IV 

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL BELANJA RUMAH TANGGA 

Pasal 7 
 

(1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang 
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Ketua DPRD. 

(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah 
tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan 
daerah. 

(3) Kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan 
kegiatan sekretariat DPRD. 

(4) Dalam hal Ketua DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah 
negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah 
tangga. 

 

Pasal 8 
 

(1) Standar minimal belanja rumah tangga Ketua DPRD 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang meliputi : 

a. peralatan kebersihan dan laundry; 

b. belanja kebutuhan pokok (sembako); 

c. lauk pauk; 

d. sayur sayuran; 

e. bumbu dapur; dan 

f. buah-buahan. 

(2) Jumlah keseluruhan belanja rumah tangga Ketua DPRD 
untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), tidak boleh melebihi Rp. 40.000.000,00 (empat puluh 
juta rupiah) setiap bulan. 

(3) Dalam hal besaran biaya untuk belanja rumah tangga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih terdapat sisa 
karena tidak digunakan, maka dikembalikan ke kas daerah. 
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Pasal 9 
 

Belanja rumah tangga diberikan untuk memenuhi kebutuhan 
minimal rumah tangga Ketua DPRD dari bulan Januari sampai 
dengan bulan Desember 2020. 

 

 

BAB V 

PEMBIAYAAN 

Pasal 10 
 

Biaya yang diperlukan untuk pemberian tunjangan perumahan 
bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta untuk menyediakan 
belanja rumah tangga bagi Ketua DPRD dibebankan pada APBD 
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020. 

 
BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 11 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

 
Ditetapkan di  Kendal 
Pada tanggal 15 Januari 2020 

  

BUPATI KENDAL, 
 

cap ttd 
 

MIRNA ANNISA 
 
Diundangkan di Kendal  
Pada tanggal 15 Januari 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KENDAL, 

 

cap ttd 
 

MOH. TOHA 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 3 1                                              

 

 


